


































































































































































































































































































Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4437)sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3516);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai  Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang
Asing;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007.
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Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2006;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TENTANG PENETAPAN BENTENG NIEW VICTORIA,
BENTENG BELGICA, BENTENG BEVERWIYK, RUMAH
PENGASINGAN BUNG HATTA, RUMAH PENGASINGAN
Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO, ISTANA MINI YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN
CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
REPUBLIKINDONESIANOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA.

Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang
terdiri dari Benteng Niew Victoria, Benteng Belgica, Benteng
Beverwiyk, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah
Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, Istana Mini yang
berlokasi di wilayah Provinsi Maluku merupakan benda
cagar budaya.

Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs
tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini,
sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :

a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar,
memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar
budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang
dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat
berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah
yang berada di lingkungan bangunan sampai pada
batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA Peraturan ini.

Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut
pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur
dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
tersendiri.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

Fi:,



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.31/PW.007/MKP/2008

TANGGAL : 23 Mei 2008

1. BENTENG NIEW VICTORIA

Batas-batas

« Utara . Ruko/Pertokoan
Timur . Pantai Losari

« Selatan . Pertokoan

* Barat . Kantor Gubernur
Luas Bangunan : 30.600 m?

Luas Tanah . 30.600 m?

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku
2. BENTENG BERGICA

Batas-batas
+ BaratDaya : Ruang Terbuka

+ Barat Laut : Pemukiman Penduduk
« Timur Laut : Benteng Nassau

« Tenggara . Pemukiman Penduduk
Luas Bangunan

Luas Tanah

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku
3. BENTENG BEVERWIYK

Batas-batas

 Utara . Pemukiman Penduduk
*  Timur : Pemukiman

» Selatan : Pemukiman

* Barat . Pemukiman

Luas Bangunan : 12mx12m

Luas Tanah

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku
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4. RUMAH PENGASINGAN BUNG HATTA
Batas-batas

+ Utara . Benteng Belgica

«  Timur - Perumahan

+ Selatan . Jalan Cipto Mangunkusumo
* Barat . Perumahan

Luas Bangunan : 37,5m?x27,5m

Luas Tanah © + 400 m?

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

5. RUMAH PENGASINGAN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
Batas-batas

« Utara . Jalan Menuju Bandara
Timur : Perumahan Penduduk
« Selatan . Perumahan Penduduk
« Barat : Perumahan Penduduk
Luas Bangunan

Luas Tanah

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

6. ISTANA MINI
Batas-batas
« Utara . Jalan Sultan Syahrir
*  Timur . Pemukiman
+ Selatan : Laut
+ Barat : Perumahan
Luas Bangunan : 27,5m?x89m
Luas Tanah : 85 mx90m

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Letak Astronomis
Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan
Status Pemilikan
Batas-Batas
Utara

Timur

Selatan

Barat

Benteng Niew Victoria
Benteng

Sirimau
Kodya Ambon
Maluku

Benteng Nieuw Victoria, dibangun pada tanggal 25 Maret 1575
pada masa pemerintahan Gubernur Portugis yang terakhir
bertugas di Ambon yaitu Gasper de Melo dengan nama Nossa
Senora da Anuncianda. Pada tanggal 23 Januari 1605 benteng
ini diambil alih oleh Belanda, dan pada masa pemerintahan
Gubernur Belanda Arthus Gysels, bangunan benteng diperbesar
dan diperluas sehingga menjadi sebuah benteng pertahanan serta
diganti namanya menjadi Niew Victoria. Benteng ini menjadi saksi
sejarah, karena di benteng ini Pattimura dijatuhi hukuman oleh
Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada awalnya benteng ini hanya sebagai penanda kekuasaan
pemerintahan Portugis di Indonesia, berupa bangunan yang
terbuat dari bata dengan panjang 20 M, lebar 13,5 M dan ketebalan
tembok 1 M, kemudian pada masa pemerintahan Belanda dijadikan
benteng pertahanan diperbesar dan diperluas dengan lebar 150 M;
panjang 204 M dan ketebalan tembok 10,15 M. Saat ini benteng ini
sudah terdesak oleh bangunan-bangunan modern di kota Ambon
dan menjadi salah satu landmark kota Ambon.

30.600 m2
30.600 m2
Negara

Ruko/Pertokoan
Pantai Losari
Pertokoan
Kantor Gubernur

Tgl. Pendataan

Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

BENTENG NIEW VICTORIA

U

i Ruko/pertokoan

Benteng Niew
Victoria

Gubernur //// | f;v
0on

Pertokoan

Jalan

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Latar Sejarah

Deskripsi

Batas-Batas
Utara

Timur
Selatan
Barat

Pengelolaan

Riwayat Penelitian/

Benteng Belgica
Benteng
1611

Naera

Banda

Maluku Tengah

Maluku

Benteng ini didirikan oleh Peter Both pada tahun 1611. Tujuannya
sebagai basis pertahanan Belanda dan memonopoli perdangan
rempah-rempah di Pulau Banda. Benteng ini direnovasi pada
tahun 1667 oleh Ir. De Leeuw atas perintah Cornelis Spelman dan
dipugar pada tahun 1911 atas perintah Gubernur Jenderal Graft
van Limburg Stirum.

Benteng ini berbentuk segi lima sama sisi, bahan bangunannya
terbuat dari batu berbentuk segi empat yang disusun teratur dan
direkatkan serta diplester dengan lapisan kapur. Pada setiap
sudutnya terdapat bastion yang berjumlah 5 buah berukuran + 16
x 15 m.

Ruang terbuka
Pemukiman penduduk
Benteng Nassau
Pemukiman penduduk

1991 di pugar oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala Ditienbud depdikbud
bekerjasama dengan Departemen Pertahan dan Keamanan.
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Denah Keletakan/Sketsa:

BENTENG BELGICA AR
N\
M |
Y

Bentenyg Belgica

(j{
=
! £ " . :/:; \iwn Bung He e
g T /«3&4 = m§“m
il *;/ = — /i 7 \\

S ok

Penanggung Jav\,;b Dra.Koos Siti Rochmani, M.A
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA |/ SITUS

Nama

Jenis

Keletakan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Letak Astronomis
Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Status Pemilikan
Batas-Batas

Benteng Beverwiyk
Benteng

Desa Sila

Saparua

Maluku Tengah

Maluku

3°40’ LU, dan 128° 54’ BT

Benteng Beverwiyk didirikan tahun 1654 oleh Admiral Verhoeven.
Pada tanggal 17 November 1817 di depan Benteng Beverwiyk
terjadi pembunuhan terhadap salah seorang kapitan tua yaitu
Kapitan Paulus Tiahahu dengan tangan terikat yang disaksikan
tidak saja oleh rakyat, tetapi juga oleh anaknya yaitu Christina
Martha Tiahahu.

Benteng Beverwiyk berdenah bujur sangkar dengan arah hadap
tenggara. Tinggi dinding bangunan benteng mulai dari permukaan
tanah sampai dengan atas tembok adalah 7,20 meter. Benteng
Beverwiyk tidak memiliki bastion. Bangunan terdiri dari 3 lantai.
Terdapat 6 buah jendela, 2 buah pintu, 3 buah lubang pengintai dan
6 buah lubang udara. Lantai satu atau lantai dasar hanya terdapat
satu pintu yang merupakan pintu utama. Terdapat pula 3 lubang
pengintai dan 6 lubang udara pada ruang lantai dasar. Di lantai
2 terdapat 1 buah kusen pintu yang telah ditutup, juga terdapat
8 kusen jendela.Terdapat lobang bekas tempat tiang penyangga
lantai 2. Di Lantai 3 terdapat 6 buah steling, 4 diantaranya
terdapat pada sudut benteng, dengan bentuk setengah lingkaran.
Sedangkan 2 lainnya terdapat pada sisi timur dan barat dengan
bentuk empat persegi panjang. Ukurang balok kusen pintu maupun
jendela adalah 30 x 30 cm.

12mx12m

Negara

Utara Pemukiman Penduduk

Timur Pemukiman

Selatan Pemukiman

Barat Pemukiman

Tgl. Pendataan Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

BENTENG BEVERWIJK
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Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis

Keletakan

Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan
Status Pemilikan
Batas-Batas

Rumah Pengasingan Bung Hatta
Rumah

Muhammad Hatta

Naera

Banda

Maluku Tengah

Maluku

Rumah ini merupakan saksi sejarah karena pernah ditempati oleh
Bung Hatta sewaktu dibuang ke Banda oleh Pemerintah Kolonial
Belanda pada tanggal 11 Pebruari 1936 sampai dengan 31
Januari 1942. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk
melemahkan aspirasi pergerakan kemerdekaan Indonesia dan
para tokoh-tokoh Nasionalis pada waktu itu.

Rumah Pengasingan Bung Hatta letaknya tidak berjauhan dengan
Istana Mini dan Rumah Pengasingan Dr. Cipto Manunkusumo.
Rumah pengasiangan Bung Hatta terletak agak lebih tinggi dari
permukaan tanah. Bangunan Induk terbagi dalam beberapa
ruangan, yaitu selasar depan, ruang tamu, dapur dan tiga ruang
tidur

375MX275M
400 M2
Negara

Utara Benteng Belgica

Timur Perumahan

Selatan Jalan Cipto Mangunkusumo

Barat Perumahan

Tgl. Pendataan Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

AN K%RUMAH PENGASINGAN
RARNN BUNG HATTA

\Yﬂ

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Latar Sejarah

Deskripsi

Batas-Batas
Utara

Timur
Selatan
Barat

Rumah pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo
Rumah
Kolonial/ Abad 20

Dwiwarna

Banda

Maluku Tengah

Maluku

Dr. Cipto Mangunkusumo adalah salah satu tokoh pejuang yang
mendirikan Stovia (Sekolah Kedokteran Jawa). la dibuang ke
Maluku dan bertempat di rumah pengasingan ini.

Rumah Pengasingan Dr. Cipto Manunkusumo letaknya tidak
berjauhan dengan Istana Mini dan Rumah Pengasingan Bung
Hatta. Rumah ini memiliki halaman depan, samping kiri dan
kanan, serta halaman belakang. Halaman depan tidak berpagar,
sedangkan halaman samping dan belakang dikelilingi pagar
tembok. Bangunan rumah ini terdiri atas rumah induk, gudang
dapur, dan kamar mandi. Rumah induk mempunyai teras dibagian
dpan dan belakang. Teras bagian depan berpagar tembok rendah
dan di atas tembok ini berdiri enam buah tiang bulat. Teras bagian
belakang terdiri atas dua teras yaitu teras atas dan teras bawah.
Teras atas letaknya lebih tinggi dari teras bawah, dan dihiasi tiang
yang berdiri di atas pagar tembok rendah.

Jalan Menuju Bandara
Perumahan penduduk
Perumahan penduduk
Perumahan penduduk

Tgl. Pendataan

Desember 2007 Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

RUMAH Lo
__——xE. Pt
DR. CIPTO MANGUNKUSUMO e

[/

PELUD

Rumah Dr. Cipto
Mangunkusumo

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan
Status Pemilikan
Batas-Batas
Utara

Timur

Selatan

Barat

Riwayat Penelitian/

Pengelolaan

Istana Mini
Istana
1622

Naera

Banda

Maluku Tengah

Maluku

Istanan mini merupakan bangunan peninggalan Belanda di Pulau
Naera. Bangunan ini didirikan sekitar tahun 1622, komplek ini
merupakan tempat tinggal para pejabat VOC dan kontroleur yang
sekaligus juga sebagai gudang tempat penyimpanan rempah-
rempah

Seluruh komplek Istana Mini dikelilingi oleh pagar tembok yang
berukuran 85 m x 90 m. Secara keseluruhan bangunan ini dibagi
menjadi 3 bagian yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian
belakang. Bagian depan berbentuk teras terbuka dan terdapat
4 buah tiang utama bergaya eropa dengan diameter 75 cm dan
dikanan kirinya terdapat jendela besar berukuran 175 cm x 131
cm.

27,5mx89m

85mx90m

Negara

Jalan Sultan Syabhrir
Pemukiman

Laut

Perumahan

- 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988 Proyek Pemugaran dan
Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

- 1989/1990 Proyek Pelestarian Pemanfaatan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala Maluku

Tgl. Pendataan
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Denah Keletakan/Sketsa:

SR ISTANA MINI

Rmh Bung Hottg

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.55/PW.204/MKP/2008

TENTANG

PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM
KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL

Menimbang

SERTA
PENGGANDAAN FILM IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

. a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan

perfilman nasional secara menyeluruh, dipandang perlu
mengambil langkah-langkah untuk mendorong semua
sektor perfiiman nasional agar bertumbuh secara
berimbang;

bahwa guna mempercepat alih teknologi, mewujudkan
kemandirian dan meningkatkan kemampuan anak
bangsa, perlu memanfaatkan fasilitas jasa teknik film
dalam negeri secara optimal dalam kegiatan pembuatan
dan penggandaan film nasional serta penggandaan film
impor;

bahwa ketentuan mengenai kegiatan pembuatan dan
penggandaan film yang ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Penerangan Nomor 37/KEP/MENPEN/1990
tentang Kebijakan Pemrosesan Akhir Kegiatan Produksi
Film Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi
keadaan sekarang ini;
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Mengingat

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di
atas dipandang perlu mengatur mengenai pemanfaatan
jasa teknik film dalam negeri dalam kegiatan pembuatan
dan penggandaan film nasional serta penggandaan
film impor yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisaia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 32, Tambahan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3473);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3541);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);

Keputusan Presiden FRepublik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
77/P Tahun 2007,

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
21 Tahun 2008;
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7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK
FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN
DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA
PENGGANDAAN FILM IMPOR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media
komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas
sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan
video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala
bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau
proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan
dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/
atau lainnya.

Jasa Teknik Film adalah penyediaan jasa tenaga profesi dan/atau
peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan film serta usaha
pembuatan reklame film.

Produksi film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk film
cerita, film non cerita maupun film iklan.
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i

Penggandaan film nasional adalah kegiatan memperbanyak release
copy film nasional baik untuk dipertunjukkan di Indonesia maupun untuk
diekspor.

Penggandaan film impor adalah kegiatan memperbanyak release copy
film asing yang diimpor untuk dipertunjukkan di Indonesia.

Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Fariwisata.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
Direktur adalah Direktur Perfilman.

BAB Il
PEMANFAATAN JASA TEKNIK DALAM NEGERI
Bagian Pertama
Film Nasional

Pasal 2

Dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional waijib
memanfaatkan secara optimal fasilitas jasa teknik film yang tersedia di
dalam negeri.

Jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusahaan jasa teknik dalam negeri yang mempunyai izin usaha
perfilman di bidang jasa teknik film.

Pasal 3

Dalam hal suatu proses pembuatan film nasional belum dapat
dilaksanakan oleh perusahaan jasa teknik film dalam negeri dapat
memanfaatkan jasa teknik film di luar negeri.

Pemanfaatan jasa teknik film luar negeri dapat dilakukan oleh
perusahaan jasa teknik film dalam negeri atau oleh produser yang
bersangkutan.

Pemanfaatan jasateknik filmluar negeri dilaksanakan setelah mendapat
izin dari Menteri c.q Direktur Jenderal.
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Pasal 4

Hasil pemanfaatan jasa teknik film luar negeri baik berupa master negatif
film atau dupe negatif film yang akan dibawa masuk ke Indonesia dapat
disertai 1 (satu) contoh copy film jadi.

Hasil pemanfaatan jasa teknik film luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang akan dipertunjukkan di Indonesia, kegiatan
penggandaannya harus menggunakan jasa teknik film dalam negeri
yang telah memiliki izin usaha perfilman di bidang jasa teknik film.

Bagian Kedua
Film Impor

Pasal 5

Impor film seluloid hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk :

a. Master negatif film; atau

b. Dupe negatif film yang merupakan hasil reproduksi dari master
negatif film.

Impor film seluloid dalam bentuk master negatif atau dupe negatif film
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan 1 (satu)
contoh copy film jadi.

Penggandaan copy film impor yang akan dipertunjukkan di Indonesia
wajib menggunakan jasa teknik film di Indonesia.

Jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
perusahaan jasa teknik dalam negeri yang mempunyai izin usaha
perfilman di bidang jasa teknik film.

BAB Il
ALIH PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 6

Dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi perfilman, setiap produser
yang menggunakan jasa teknik di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) harus didampingi minimal 1 (satu) orang tenaga kerja jasa
teknik film dalam negeri.
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Pasal 7

Pemrosesan produksi film nasional yang menggunakan jasa teknik
film luar negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada
Menteri c.q Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sesuai
Lampiran Format Contoh 1.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sesuai
Lampiran Format Contoh 2.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan
secara lengkap.

Dalam hal permohonan belum dapat disetujui, Direktur Jenderal waijib
memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta alasannya.

BAB IV
PERTUNJUKAN DAN PENAYANGAN FILM

Pasal 8

Bioskop atau media elektronik dilarang mempertunjukkan atau menayangkan
film nasional dan film impor sebelum dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga
Sensor Film.

Pasal 9

Film nasional maupun film impor yang dapat diberikan Tanda Lulus Sensor
oleh Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya
diperkenankan untuk copy film hasil penggandzan perusahaan jasa teknik
film dalam negeri yang telah memiliki izin usaha jasa teknik film.
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BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pembuatan film nasional yang memanfaatkan jasa teknik film
luar negeri, dan penggandaan copy film nasional dan impor, dilakukan oleh
Menteri melalui Direktur Jenderal up. Direktur dan dapat melibatkan instansi
dan/atau asosiasi film terkait.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan
Pasal 8 khusus mengenai pelanggaran bioskop yang mempertunjukkan
film tanpa Tanda Lulus Sensor dapat dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan izin oleh Menteri c.q Direktur Jenderal.

(2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis 3
(tiga) kali secara berturut-turut dengan selang waktu 1 (satu) bulan
setiap peringatan.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 8 oleh media elektronik yang menayangkan film
tanpa Tanda Lulus Sensor dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang media elektronik.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan yang mengatur mengenai
jasa teknik film yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini

dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Menempatkan Peraturan Menteri ini dalam Lembaran Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2008
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd.

Ir. JERO WACIK, SE
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Lampiran :Format Contoh 1

FORMULIR PERMOHONAN
PENGGUNAAN JASA TEKNIK FILM LUAR NEGERI

Nomor :
Hal : Permohonan Penggunaan Jasa Teknik Film Luar Negeri
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata R,
melalui Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
di

Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan
permohonan untuk memperoleh Izin Proses Pembuatan Film
Nasional Dengan Menggunakan Jasa Teknik Film Luar Negeri
untuk pembuatan film :

Judul :

Sehubungan kelengkapan permohonan, bersama ini
kami sampaikan data dan lampiran yang diperlukan :

A. DATA PEMOHON
1. Nama lengkap

2. Jabatan dalam perusahaan
3. Alamat dan No. Telepon
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B. DATA PERUSAHAAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan
2. Nomor IUP
3. Nama Pimpinan/Penanggung

Jawab

4. Alamat Kantor
No. Telepon/Faks
Email

C. DATA JASA TEKNIK FILM LUAR NEGERI YANG
DIGUNAKAN

1. Nama Perusahaan

Nama Pimpinan/Penanggung
Jawab
Alamat Kantor
4. No. Telepon/Faks

Email

5. Jasa Teknik Film

. Alat shooting P
. Telesinema U
. Penyuntingan offline e
. Penyuntingan online s e A e
. Efek khusus (special effects P ————

Animasi TR
. Kinetransfer ORI
. Jasa teknik lainnya PP

w

JKQ "0 Q0 T

D. DATA PRODUKSI

a. Merek

b. Judul

c. Produsen
d Durasi

e. Biro Iklan
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f.Rumah Produksi :
g. Bahan Baku Pembuatan Film : Format Seloluid/
Format Digital*)
h. Jadwal Shooting
E. LAMPIRAN PERSYARATAN

Deskripsi kreatif dan alasan penggunaan Jasa Teknik Film Luar
Negeri.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

................ i 20
Pemohon,

Pimpinan/Penanggung Jawab
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PERPUSTAKAAN
ORAT PENTNGGALAN PURRAKALA
D?;&ﬁgﬂ‘ JENDE <= TARN JAN URSAKALA

DEPARTEMEN KEBUDAL@RIPIratFdrm@t Contoh 2

* REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

[z]=]s|=f[2]w]

IZIN PENGGUNAAN JASA TEKNIK FILM
LUAR NEGER!

Membaca

Memutuskan

Tembusan : Kepada

NOMOR :

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PAIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

L BREEal ... st SR e e
Tentang Permohonan Penggunaan Jasa Tekn . Film Luar Negeri

Memberikan Izin Penggunaan Jasa Teknik I1/m Luar Negeri untuk proses pembuatan
film nasional berjudul :

1. Nama Perusahaan

Nama Pimpinan/Penanggung
Jawab

Alamat Kantor dan No. Telepon
Jenis Produksi

Lokasi Shooting

Jadwal Shooting

Sutradara

Pemeran Utama

Daftar sumber daya asing yang
Dipakai

10. Catatan untuk LSF

bl

000 53 OV LA s W

Dengan ketentuan :

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, I'criggunaan Jasa Teknik Film Luar
Negeri tersebut di atas belum juga dimulai, maka IPJT-LN ini dinyatakan batal
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Penggunaan Jasa Teknik Film Luar
Negeri.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

A.N. MENTEK! KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTUR JENDERAL NILAIBUDAYA SENI DAN FILM

ttd

1. Yth. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Rl
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